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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dari bab IV, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Perlindungan hukum merek terdaftar terhadap pemalsuan merek menurut 

Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

dapat berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan 

hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa 

Sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa yang diakibatkan oleh pemalsuan. Perlindungan 

hukum bagi pemilik merek yang telah terdaftar di Ditjen HKI pada 

pelaksanaan dan penerapannya masih belum sempurna dan harus terus di 

perbaiki. Sebagaimana peraturan yang berlaku di Indonesia bahwa pelaku 

pemalsuan merek bisa di gugat berupa ganti rugi dan ancaman pidana 

penjara sebagimana diatur dalam Pasal 100-102 Undang-Undang No 20 

Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis. Selain diatur dalam 

Undang-Undang merek pemalsuan merek juga diatur dalam KUHPidana, 

Namun memiliki beberapa perbedaan dalam pembahasannya yaitu : istilah 

merek dalam KUHPidana hanya terbatas pada merek, tanda atau cap pada 

benda-benda emas dan perak, tanda atau cap pada benda-benda yang 

digunakan pada alat ukur, alat timbang dan alat penakar (benda-benda 
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tera), Sedangkan pengertian merek dalam Undang-Undang Merek berupa 

tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, angka-angka, susunan warna, 

atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda 

dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. 

2. Proses penyelesaian sengketa merek menurut Undang-Undang No 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat ditempuh melalui 

penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian 

sengketa secara litigasi adalah penyelesaian melalui lembaga pengadilan. 

Sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Namun pada banyak kasus yang 

terjadi di Indonesia penyelesaian selalu dilakukan melalui pengadilan.  

Dalam pemberantasan pemalsuan sepatu palsu penegak hukum mendapat 

berbagai hambatan dari berbagai aspek, Pertama dari masyarakat 

kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya menggunakan 

barang palsu menjadi hambatan pemberantasan sepatu palsu karena akibat 

tingginya permintaan sepatu palsu menyebabkan produsen semakin 

banyak membuat produk palsu, selain itu tidak adanya peraturan yang 

mengancam pidana bagi konsumen sepatu palsu membuat masyarakat 

tidak jera membeli sepatu palsu. Kedua dari aspek peraturan yang berlaku 

yaitu pelanggaran merek yang berupa delik aduan yang menyebabkan 

pemberantasan sepatu palsu harus menunggu aduan dari pihak yang 

mempunyai lisensi merek yang merasa dirugikan yang membuat 

pemberantasan sepatu palsu terhambat. 
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B. SARAN 

1. Pemerintah harus merevisi Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis Pasal 103 yang menyatakan Pasal 100-102 

berupa delik aduan menjadi delik biasa sebagaimana diatur di dalam 

Undang-Undang sebelum nya yang sudah tidak berlaku untuk 

mempermudah penegak hukum memberantas pemalsuan sepatu dan agar 

para pemilik lisensi bisa lebih di lindungi hak merek nya dari pemalsuan  

2. Masyarakat harus di berikan penyuluhan dan di berikan informasi 

mengenai Undang-Undang perlindungan merek yang dimana pelaku 

pemalsuan sepatu dapat dijerat dengan ancaman pidana dan pemerintah 

harus membuat peraturan tentang ancaman ganti rugi ataupun ancaman 

pidana bagi konsumen sepatu palsu agar masyarakat jera dan tidak 

membeli produk sepatu palsu hal ini agar tidak ada permintaan barang dari 

konsumen dan bisa membuat peredaran sepatu palsu berkurang mengingat 

semakin hari semakin tinggi peredaran sepatu palsu. 
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